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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Sesungguhnya ilsu pengetabuan menempathan orangnys dalam
kedududuhan terhormat dan milis {tinggi}. Iimu
pengetahuan adalah keindashan bagi ahlinva di duniz dan di
akhirat.

{H.R. Ar-Robi i)

Allah meninggikan derajat orang yang berjuang dengan
hartanys dan dirinya daripada orang yang duduk (tinggal
diase di rumah)}.

{85. An-Nisa : 95)

Tinu itu  1ebih baik daripada harta, karena ilmu akan
menisganu, sedang harta kamalah yang meEnjaganya.

{(Ali bin Abi Thalib)

Fupzrsembabhkan untuk :

1. fvyah dan Ibu tercinta

2. Kakak dan Adik tersayang

3. Teman—teman seperjuangan  dan

almamater yang kubanggakan

idd
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PENDAHUL BIAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah senjadi kodrat alam bahwa dua orang vang
berlainan kelamin, pria dan wanits mempunyai daya
tarik satu zama lain danp menginginkan hubungan abadi
pada waktu hidupnya. Xemudian dengan dilandasi suatu
tujuan  tertentu yaitu untuk nembangun dan  menunaikan
kehidupan bersama, merehka mengadakan fubungan.
Hubungan  ini  diteruskan dengan  suatu perkawinan.
Perkawinan tidak memandang manusia seCara
giskriminatif artinya tidak memandang adanya perbedaan
asal, tempat, keturunan dan agama. Sesuai dengan
kodrat alam, maka peristiwe yang universil ini akan
dislami oleh manusia. Ferkawinan mempersatukan seorang
laki-laki dengan SeOrang perempuan sebagai suami istri
untuk hidup bersama dan saling bantu membantu. Undang-
undang  mengakui adanya perkawinan dan memberikan
ahibat-akibat hukum pada perkawinan itu, sepanjang
perkawinan ity dilakukan menurut ketentuan undang-

undang.



Kitab Undang—undang Hukum Perdata {yang untuk
selanjutnya akan penulis singhkat mernjadi KUH.
Perdata), tidak memberikan definisi mengenai
perkawinan ini. KUM. Perdsatz memandang scal perkawinan
hanya dalam hubungan—hubungan perdatanya. Hal ini
terlihat dalam Pasal 26 KUH. Perdata yang berbunyi
"Undang-undang memandang scal perbkawinan harnya dalam
hubungan-bubungannya Perdata”. firtinya bahwa peraturan
menurut agama tidaklah penting selama tidak diatur
dalam thubungan tukum perdata. Jadi pErkawinan ini
ditinjau sebxgai suatu  lembaga  hukum  dan tidak
bergantung pads pandangan—pandangan keagamaan calon
suami istri ity, i)

Perkawinan adalah pertalian yarg sah antars
seorang laki-laki divoan searang perempian untuk waktu
yang lama. 2! Sedanghkan definisi tentang perkawinan
lainnya ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur
perbuatan—perbuatan hukum serta akibatnya antara dua

pihak yaitu secrang laki — laki dan Seorang wanita

1Y K. Soetoyo Freawivohamijove, 9H dan  Aeic
Safiodin, M, Hikum Orang dan Keluarga, Alumni, 1992,
bl

o
3%

23 Doebeeh bl Pokok—-pokok Huhkum Ferdata .,
Intermasa, 1994, hal. 29,




(2

dengan maksud hidup bersama untuk  waktu vang lama

menurut peraturan peraturan YanNg ditetaphkan vlehk

uncang-undang. 3)
Dengan perkawinan tersebut, suami istri
mengharapkan agar perkawinan mereka bahagia tanpa
gangguan  selamanya bercama dengan anak returanannya.
Mereka menghendaki kehidupan yang tentram, damai dan
harmonis. Akan tetapi dalam kenyataannyas tidak jarang
terjadi hal yang sebaliknya. Perkawinan bukan menjadi
sumber kebahagiaan seperti yang mereka harapkan, akan
tetapi Justru menysbabkan malapetaks vang menimpa
keluarga itu. Keluarga bahagia, tenteram, harmonis
yang dicitas-citakan dan dibina, dengan pahit getir
harus  bevrantakan dengan sia-sia. Perkawinan tersebut
tidak dapat berlangsung untuk selama-lamanya, akan
tetapi putus di tengah jalan. Perkawinan tersebut
bukan karena kematian, akan tetapi karensz perceraian.
Akibat perceraian itu tidak hanvya suami istri
itu saja, akan tetapi juga bagi anak-anaknya, terutama

bagi mereka yang belum dewasa, karena dengan bubarnysa

perrawinan tersebut berakhir pula kekuasaan orang tua,

3} €8T Wanmil, Pengantar Iimu Hukwm  dan Tata
dukum Indonesia, Ralii Fastaka, 1991, hal, 31




sedang selama ini anak vyang belum dewasa selalu
berada di bawah kekuasaan orang tua. Yang dimaksud
dengan anak yang belum mencapai umur genap dua puluh
sate tahun dan tidak terlebih dabulu  kawin  menurut
Pasal 330 ayat (1) KUH. Perdata yang berbunyi : “Belum
devasa adalah mereka yang belum mencapal umur genap
dua puluh  satu tabun, dan tidak lebih dabulu  telah
kawin”. @nak - anak vang belum dewasa masih sangat
mesbutuhkan  perawatan, aschan  dan bimbingan serta
kasih sayang agar dapat tumbub dan terkembang dengan
wajar. Terhadap anak-anak yang belum dewasa dan tidak
bersedia di bawah kekussaan orang tua, mepurut FPasal
330 ayat (3) KUH. Perdata yang berbunyi : "Dalam pabam
nerkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-—
anak’.

Dalam tiap-tiap perwalian anak hanys ada satu
wali, kecuali terhadap kawan wali. Perwalian anak ini
mengensi diri pribadi ana% dan kekayaannya. Perualian
anak dapat dengan sendirinya atau demi hukum.
Perwalian ini dapat dengan sendirinya atan demi hukum,
dapat pula karena wasiat dan karena pengangkatan
hakim. Sedapat mingkin wali diangkat dari orang-orang

yang pertalian darab terdekat dengan anak  tersebut.



Fada umumnya setiap orang mempunyal kewajiban menerima
penganghkatan sebagai wali akan tetapi KUH. Perdata
mengadakan pengecualian yaitu orang vang dikecuzalikan
untuk  diangkat sebagai wali atau orang vyang tidak
mempunyal kewajiban menerima peEngangkatan sebagai
wali, vang diatur dalam Pasal 379 FUH. Perdata vyang
berbunyi “Selain pengecualian dari perwalian terhadap
bangsa Eropa tercantem dalam  Pasal ? Reglemen
penyelenggaraan peradilan di Indonesi, yang
dikecualikan dari wali zadalszh

1. Mereka yang sakit ingatan

2. Mereka yang belum dewaza

3. Mereka vang ada di bawah pERgampunan

4. Mereka yang telah dipecat.

Dars juga orang yang dapat @minta pembebasan
urstuk diangkat cebagai wali, artinya orang ini
sebenarnya harus menerima pEngangkatan wali.

kKarena anak merupakan potensi dan penerus cita-
cita bangsa, untuk itu ia perlu merdapat hkesempatan
vang seluas-luasnya untuk tumbub dan berkembang dengan
waiar. Ia masih membutuhkan perhatian dari orang tua,
akan tetapi banyak atau sering dijumpai perkawinan

orang tua mereks putus di tengah jalan karema suatu



sebab, sehingga mereka tidak lagi berada di bawah
kekuasaan orang tua mereks. Menurut ketentuan undang-
undang, bagi mereka vyang tidak berada di bawah
kekuasaan orang tua mereka, maka mereka harus

ditempatkan di bawah perwalian anak, maka penulics

. mengambil  Judul  “TINJAUAN MENGENAT FERWALIAN ANAK

MENURUT HITAB UNDANG-UMDANG HUKUM PERDATA" {Studi

Fasus di Pengadilan Megeri Kendal).

Perumusan dan Pembatasan Masalah
Perumusan Masalah

Untuk mendapatkan kelengkapan data dalam
penelitian  dan  mempermudab penulisan  maka penulics
merususkan sebagai berikut :
i. fpakah hak dan kewajiban wali anak ?
2. Masalah-masalah apa yang timbul dalam perwalian

anak?

3. Bagaimanakah berakhirnya perwalian anak ?

Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan
vang tercakup di dalam perwalian anak menurut Kitab

Undang-undang Hukum Perdata Rarst, dan kemampuan



pengetabuan penulis masih kurang serta terbatasnya
biaya. Sehingga tidak munghin  bagi penulis untuk
membahas secara keseluruban permasalahan yang terdapat
di dalam perwsalian anak.

Oleh karema itu, di dalam penulisan skripsi ini
hanya akan dibahas masalah-masalah vyang berhubungan
dengan  perwalian anak yang. dapat teriadi dengan

sendirinya atau demi hukum.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dalam peEnulisan skripsi  ini
adalah untuk mendapatkan data tentang masalah-masalahb
pervalian anak antars lain :
1. Untuk mengetahui hak dan hewajiban wali anak.
2. Untuk mengetahbud masalah-masalah yang timbul dalam
perwalian anak.

3. Untuk mengetahbui berakhirnya perwalian anak.

Kegunaan Penelitian

1. ¥egunaan Teoritis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan  ilmu  hukum khususnya Hukum Perdata

Rarat.



2. ¥egunaan Praktis
a. Bagi masyarakat 3
Memberikan informasi pada masyarakat mengenai
masalah pervalian anak dalam praktek di
¥abupaten ¥Kendal.
b. Bagi pemerintah
Diharapkan dapat memberikan masukan kepada
pemerintah dalam mengamnbil kebijaksanaan
mengenai pErwalian  anak dalam praktek di

Kabupaten Kendal.

E. Metode Penelitian
Penelitian hukum  merupakan  suatu kegiatan
ilmiah vang didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu  dengan izlan menganalisanya.
Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam
terbadap fakta takum  tersebut, untuk remudian
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan—
permasalahan vang timbul di dalam gejalsx yang
4)

bersanghutan.

Didalam metodologi penelitian  bukum diuwraikan

4} Beerjonn Scekanto, Penogantar Penelitian
Hukum, Jaharta @ 41 - Press, 1989, halaman 473,



mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan
propisi-propisi vang meniadi latar belakang dari
setiap langhkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam
kegiatan penelitian hukum kemudian memberikan
alternatif-alternatift tersebut serts membandingkan
unsur-unsur penting didalam ranghaisn penelitian
tukum.  Postulat adalah pernyataan  yang kebenarannya
tidak perlu dibtuktikan lagi tetapi sudah jelas dengar
sendirinya bagi semus orang (self-evident), sedangkan
proposisi adalah pernyataan Ya3g masih harus
dibuktikan kebenarannya. 3}

Dengan demitkian dapat dikatakan babws dzlam
pengetabuan  hekum  ini  setodologi  merupakan sy
matlak yvang harus ada guna melakukan suatu observasi.
Sehingga untuk mendapatkan suatu penelitian dengan
hasil vyang maksimal perlu adanya suatuy  metode wang
tepat =gar tercapasi tujuan penelitian, maka penulis
akan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

2. tetode Fendekatan
Metode pendekatan  vyang digunakan adzlah

pendekatan yuridis Spsiologis, sebab dalam pensli-

Y Ibdd. , bl T



tian dini tidak hanya ditekankan pada studi normatif
Perundang-undangan, yaitu Pasal-pasal yang
tercantum dalam KUH. Perdatas melainkan bagaimana
melihat pelaksanaannya dalam praktek tentang
perwalian anak di Pengadilan Megeri Kendal. &)
b. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yvang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian inferensial, yaitu
enelitian tidak hanya berhenti pada taraf
melukiskan saja, tetapi dengan keyakinan  tertentu
sengambil  kesimpulan—kesimpulan umum dari  bahan—
taharn mengenai ocbhyek mazalah.
t. Metode Pergumpulan Data
balam pengumpulan data diusahakan sebanvyvak
mungkin% data vang diperclieh atau dikumpulkan
mengenai  masalah-masalah yang berbubungan  dengan
penelitiéb- ini. Di =ini penulis akan menggunakan
data primer dan data spkunder, vyaitu data yang

diperoleh dengan cara sebagai berikut 3 7)

"\

.

i oy Hanitijo Brxeai b Metodologi
Penelitisan Hokum dan Jurimetri. Shelis Indonesis,

Jakerts, 1995, haei. 97

-t
"

yolbdd. . hawi. 57
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- Data primer
Yaitu data vang dipercieh iangsung dari 1lapangan
untuk mEmperoleh data ini  dilakukan dengan
vavancara. Dalam melakukan wawancars ini penulis
menpergunakan pedoman wawancara bebas terpimpin.
Dalam wawancara ini vang dipakai hanva berupa
catatan mengensi pokok-pokok masalah perwalian
anak vang akan ditanyakan, sehingga masih
dimungkinkan adanya pertanyaan vang disesuaikan
dengan situasi ketiks Wawancara dilakukan.
Pertanyaan—pertanyaan tersesbut penulis ajukan
kepada T orang hakim Pengadilan Megeri ¥endal.
- Daia Sehkunder

Dengan mengadakan penelitian kepustakean cebagai
landasan teoritis vyang berupa pendapat stau
tulisan dari para ahli mengenai  perwalian  anak
menurut  Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Juga
memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan
formal maupun dats melalui nackah-naskah resmi
yang adz, vaitu peraturan-peraturan serta
dokumen—dokumen putusan pengadilan, vyang erat
hubungannya dengan masalah yang akan penulis

bahas.



d. Metode Anmalisis Data
Yang dimaksud analisis di sini adalab proses
pengumpulan  data yang didasarkan atas segala data
yang sudah diplah. Data vyang telah dipernleh,
dikumpulkan dan kemudian disusun secara teratur
untuﬁ‘ selanjutnya dianalisis., Analisis dilakukan
secara hualitatif, vyang kemudian  hasil analisis

dilaporkan dalam bentuk skripsi. 8}

F. Sistematika Skripsi
Untuk umemgerjelas EECara  garis besar dari
uraian skripei ini serta untuk mempeErEudab pEnyusunan
skripsi, penulics mempergunakan csistematika sebagai
berikut 3
BAB I. PENDAHLK UAN, meliputi latar belakang masalah,
perumusan  dan  pembatasan  masalah, tnjuan
penelitian, Legunaan penelitian, metode
penelitian dan sistematika penulisan.
BAR  II. LANDASAN TEORI, menjelaskan teori-teori yang
berbubungan dengan  judul skyipsi yaitu

pengertian perwalian anak, sebak - sebab

8) Ibid., hal. 98



BAB IIX.

BAR IV,

timbulnya perwalian snak, orang-orang yang
mempunyail  wewenang menjadi wali aﬁak, anaj—
anak yang ada di dalam perwalian menurut KUH.
Perdata dan hak dan kewajiban seorang wali
menurut KUH. Perdata.

HASIL PENELITIAN DAN  ANALISIS DATA,
menyajikan  tentang uraian hasil penelitian
dan pembahasan  yang berhubungan dengan
pervwalian anak.

PENUTUP, merupakan bab terakhir yang
mengemukakan kesimpulan dari penelitian yang
telahy dilakukan dan saran-saran vang dapat

dimanfaatkan bagi masyarakat sekitarnya.
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BAR 11

LANDASAN TEORI

fA. Pengertian Perwalian Anak

Sebelum penulis melangkah menuiu ke pengertian
perwalian, penulic terlebih dahulu akan menguraiktan
hal-hal di bawahb ini yang penulis anggap penting. Buku
I FKUH. FPerdata tentang "Orang”, memiat Huhkum
Ferorangan dan Hukum ¥2lusrga, Hukum perorangan memuat
antara lain peraturan—peraturan .tentang manusig
sebagal subyek hukum, perihal kecakapan untuk memiliki
hak-hak dan kecahapan untuk bertindak sendiri
melahsanakan hak-haknyz itu. Sedangkan hukum keluarga
memuat antara lain perkawinan, hubungan antara orang
tua dan anak atau kekuasaan orang tua dan perwalian.

Suatu hal vang pokok dalam hukum adalab  bahwa
huakam merupakan  sesuatu  yang  berhubungan dengan
manusia, yaitu manusia dalam pergauvlan hidup. Menjadi
dasar fikiran dalam hukum perdata barat bahbwa eetiap
manusia merupakan subyek hukum, yaitu  pembawa hak,
dalam arti padanya dapat diberikan hak, disamping itu
dapat pula dibebani kewajiban. Dicamping manusix
sebagai subyek 'hukum, diﬁalam tukum  dikenal puls

badan ~ badan atau perkumpulan - perkumpulan  vyang
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sebagai subyek bukum vang dapat memiliki hak-hak dan
melakukan perbuatan-perbuatan seperti halnya manusia
biasx. Badan—badarn atau periumpul an—perkumpulan
tersebut dapat memiliki kekayaan sendiri ikut serta
dalam lalu lintas huahkum dengan perantaraan
pengurusnya, demikian pula dapat menggugét dan digugat

di suka hakim.

Mengenal definisi perwalian anaktKUH. Perdata
.

tidak memberikan, di bawah ini akarn bénulis kutip

beberapa definisi perwalian znak dari beberapa orang

sarjana, yaitu @

1. Pervalian anak adalah pEngawasan terhadap anak vang
berada di  bawzh umur yang tidak berada di bawah
kekuaszan orang tua serta pengurusan  benda atau

_'kekayaan anak tersebut diatur oleh undang -
undang.q)

2. Perwalian anak adalah pengawasan terhadap pribadi
dan pengurusan  harta kekayaan anak yang belum
dewasa jika anak ity tidak berada di bawah

kekuasaan orang tua. 10}

7?7} Soebekti Pokok-pokek Hukum  Ferdata | 1924,

Intermasx, hal. S2.

10y Ald Affandi, Hukum Waris Hukum Keluarga
Hukum Pembubktian., £T. Binacipta, 1993, hal. 154
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. fervalian anak adalah pengawasan atas orang
sebagaimana diatur dalam undang-undang dan
pengelolaan barang-barang dari anak yang belum
dewasa. 11}

4. Perwalian anak aQalah keadaan seseorang yang masih
berada di bawah umur yang ditempatkan di bawah
pengawasan  seorang wali vang bertujuan mengamat-—
amaati pribadi dan harta benda anak itu yang tidak
berada di bawah kehkuasaan Grang tﬁanva. 12}

Definisi-definisi tersebtut di atas pada
pokoknya berisi batwa perwalian anak adglah pEnganasan
atas diri dan harta benda anak belum dewésa vang tidak
berada di bawah kehkussaan orang tua. Tiap-tiap
pervalian anak hanya ada seorang wali (Pasal 338 ¥uH.

Perdata). Dengan demikian pada a=asnya perwalian itu

tidak dapat dibagi-bagi, vang berarti hanya ada satu

walli dalam perwxlian. Terhadap aszas ini terdapat

pengecualiannya yaite yang terdapat di dalam Pasal 381

¥UH. Perdata yang menentukan :

“Apabila wali ibu menyeburkan diri dalam

perkawinan, maksa suaminya, kecuali ia telah
dikecualikan atan dipecat dari perwalian,

11} HFA. Yollmar, Pengantar Study Huhkum Perdata.
Jilid ¥, 1993, Fajawali, hal. 150,

12}y frief Masdoehi darn MH Tirtsamidiais. Azas

dan Dasar Hukum Perdata, Alumni, 199%, hel. 115,
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sepanjang perkawinan itu dan selama suami dan
istri tiada perpisahan meis dan tempat tidur
ataw pemisahan harta kekayaan, maka demi hukum
menjadi  kawan wali dan disamping distrinya
secara tanggung menanggung bertanggung jawab
sepenuhnys atas segala perbuatan yvang dilaku~
kan cetelah perkawinan berlangsung. Pengikut
sertaan =i svami sebagai wali berakhir apabila
ia dipecat dari itu atau =i ibu  berhenti

menjadi wali®,

B. Sebab-sebab Timbulnya Perwalian Anak
ferwalian  timbul apabila anzk-anak vyang belum
dewasa tidak lag;.berada di bawsh hekuasaan orang tua.
Adapun ;ebab—sebah Seorang anak itu berada gi bawah
perwalian adalabh karena @
1. Perceraian déri orang tuanya
Ferceraian merupakan salah catu  cebab bubarnya
perkawinzn. Alasan untuk pembubaran pErkawinan ity
terdapat dalas Pasal 199 bUH. Perdata, vaitu:
&. Karena kemsiian
Dalam hal seorang suami atau  istri  atau
kedua-duanys meningoal dunia, dengan sendirinys
tidar lagi ads perkawinan. Bengan kematian orang
tuanya, zmaka anak—anak yang masih dibawah umor
ditempatkan di bawah perwalian. Dalam hal imd
ditentukan  babhwa apabila salah satu atau kedus

orang  tus ity meninggsl dunis, maka pErualian
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terhadap anak—anak yang belum dewasa. dipanghku
cleh orang tua yang hidup terlama, kécuali orang
tua itu telah dibebashkan 'atau dipecat dari
kekuasaan orang tua {Pasal 345 KUH. Ferdata).
Karena keadaan tak hadir suami atau ieiri selama
sepulub  tahun vang kemudian diikﬁii dengan
perkavinan Qaru oleh suami atau istri itu.
Apabila dalam suatu perkawinan, salah satu
pihak dalam keadaan tak hadir, maka akan
berakibat apabila  suami dstrd  itu (selain
meninggalkan tempat dengan sengaial . celama
genap sepuluh  tabun telah hadir di tempat
tinggalnya, =edang habar tentang hidup atau
matinya tidak pernah dipercieh, maka suami atau
istri yang ditinggalkan boleb minta izin kepada
pengadilan  negeri untuk kawin lagi  (Pasal 493
KUH. Perdata). Apabila setelah panggilan yang
ketiga haldi tidask datang menghadap, maka
pengadilan negeri boleh memberi izin kepada
suami  atan istri yang ditinggalhan untuk  kawin
}agi dengan orang lain (Pasal 494 MUH. Perdata).
Bilas dizin itn telah diberikan akan tetapi belum
melangsunghan perkawinan, vyang tak hadir itu

rembali atan ade  seseDrang YENG datang
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membuktikan tentang masih hidupnya, maka dizin
tersebut batal demi hukum (Pasal 494 KuH .
Perdata). Dengan demikian dengan izin saja bukan
berarti perkawinan itu bubar, akan tetapi

perkawinan baru bubar setelah dilangsunghkan

perkawinan baru oleh suami atau istri yng telah

ditinggalkan dengan orang lain. Apabila si tak

tadir ini pulang kembali setelah perkawinan yang

baru itu dilangsungkan maka perkawinan dengan
dia tetap buﬁar dan dia berhak pula untuk kawin
dengan orang lain.
Karenma putusan hakim setelah adanya perpisahan
meja dan tempat tidur

Bagi suami distri vang tidak dapat 1lagi
hidup bersama akan tetapi untuk bercerai merasa
keberatan atau ocleh agama tidak diﬁerbolehkan,
atau tidak mempunyai alasan yang cukup untuk
menuntul perceraian, mereka dapat menuntut suatu
perpisahan meja dan tempat tidur. Perpisahan
me3a dam  tempat tidur ini tidak memutus
perkawinan, suami istri masih terikat tali
perkawinan.:Cara ini bailk, karens masih terbuka
hesempatan bagi para pifiak urntuk  berdamai  dan
bersatu lagi. Perpisatan meja dan tempat tidur

ini dapat terjadi atas :
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Tuntutan istri atau suami terhadap suami atau
istrinya atsas alasan*alasaﬁ tertentu vyang
ditentukan undang-undang.
Atss sepakat suwami istri

Pasal 2346 KUH. Perdata memperboliehlkan
perpisahan meja dan  tempat tidur atas
permufakatan suami istri bersama-sama tanpa
menyebuthan alasan-alasan tertentu.
Perpisahan meja dan tempat tidgr demikian ini
diizinkan spabila suami istri t;rsebut telah
kawin selama dua téhun. Sebelum mengajukan
permohonan kepada hakim untuk perpisahan meja
Han tempat tidur, mereka wajib dengan sebuah
akte otentik mengatur syarat-syarat mengenai
perpisahan .meja dan tempat tidur itu, baik

terhadap mereka itu sendiri, kekuasaan orang

J

-«

tua maupun usaha-usaha pemeliharaan dag
pendidikan anak—anaknya. Seperti telah
penulis terangkan di atas, dengan  perpisshan
meja dan  tempat tidur perkawinan tersebut
masih ada, akan tetapi kewajiban suami istri
untuk  tinggal bersama suami tidak ada lagi.
Kekuassan orang tua masih éda, akann tetapi

karena suami istri itu tidak tinggal bersama
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lagi, maka hakim menentukan siapakah diantara
mereka vyang memanghku kekuassan orang tusa,
kecuali mereks telah dipecat atau dibebaskan
dari kekuasaan orangt tus {(Fasal 246 ¥KUH.
Perdata}. Perpisahan meja dan tempat tidur
menjadi batal apabila ads perdamaian diantara
suami distri itu. Perpisshan meja dan tempat
tidur ini  dapat membubarkan perkaninan
apabila sudah berlangsung selama lims tahun
dan tidzk lagi ada perdamaian diantara suami
istri itu (Pasal 200 KUH. Perdata).
d. Karenz perceraian
Perceraian adalah penchapusan perkawinan
dengan putusan hakim atas tuntutan .salah satu
pihak dalam perkawinan. =)
Perceraian di sipni lain dengan perceraian Yang
didahului dengan perpisahan meja dan tempat
tidur. KUH. Perdata menentukan se;ara lipitatif
mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan
untuk menuntut perceraian, artinya tidak ada
alasan-alasan lain yang dapat dipakai untuk
meﬁuntut perceraian selain alaszan—-alacan di

bawah ini, yaitu 3

13} Hartztd Tentang  Orang dan ¥eluarga,
Univerzitas Sebelas Maret, {994, hal. 42,
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- Zipah
- HMeninggalkan tempat tinggal  bersama dengan
itikad jahat.
- Dipidané penjars selama lima taﬁun atan lebdih
sesudah pérkawinan terjadi,
~ Melukai berat atau menganiaya.
Orang tua tidak lagi mEmegang kekuassan drang tua
karena pembebassan ataw pemecatan.

Dengan adanya perkawinan, maka bapak dan
ibu memangku  kekuaszan orang tus terhaddap anak-
anaknya yang belus dewasa, hecuali mereka telah
dipecat ataw dibebaskan dari kekuassan orang tua
{Pasal 292 KUH. Perdata). Kekuasaan orang tua ini
pada umumnya ada pads suami, kecuali zada pembebasan
ataws pemecatan atau adanys perpicsahan meja dan
tempat tidur (Fasal 246 KUH. Perdata}. Hila karena
alasan-alasan ini, kekuasaan orang tua ada pada ibu
{Pasal 300 ayat (2) ¥UH. Ferdata). Sedangkan
kehuasaan orang tua ini dibedakan dalam :

— terhadap diri anak (Fasal 298 - Pasal 306 KUM.
Perdata}.

—'térhadap harta &kekayaan anak  (Fazal 307 -
Pasal 319 KUH. Perdata), meliputi  pengurusan

dan penikmatan hasil harta kekayaan anak.



. pdanya anak—anak luar kawin

Buku I Bab XII ¥UH. Perdatx memuat tentang
“$ebapakan dan keturunan anak-anak”. Yang dimaksud
dengan keturunan adalah hubungan darah antars
bapak, ibu dengan anak-anaknya. Dalam arti iuas
keturunan  adalab hubungan darah aﬁ?ara SESEDrang
déngan bapak,. ibu dan nenek m@moyangnva. Keturunan
ini ada yang sah dan tidak sah. Keturunan yang sah
adalah anak vang dilahirkan stau ditumbuhkan
éepanjang perkauinan yang sah, sedangkan keturunan
yang tidahk sah zdalah snak-anak yang Bilahirkan di
luar perkawinan. Tentang anak~anak. sah | menurut

Pa5a17250 ¥UH. Perdats yang berbunyi
" FTiap-tiap anak yang dilahirkan ataun
ditumbubkan sepanjang perkawinan memperocleh si

suami sebagai bapaknya”. 14}

€. Orang-orang yang Mempunyai Wewenang Menjadi Wali Anak

Set%ap orang yang diangkat menjadi wali anak
wajit menerima pengangkatan itu, kecuali terhadap
' orang vang diangkat menijadi wali anak vleh salah satu
dari kedua orang tuas atau seseorang perempuan  yang

bersuami. Disamping itu di dalam Pasal 377 KUH.

14) Soebehti, dan Tiitroswdibio, Kitab Undang-—
undang Huhum Perdata,. FPradnya, 1998, hal.75.
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Perdata, disebut orang-orang yang dapat mempermaatkan

diri dari perwalian, artinys golongan iﬁi dikecualikan

atas dapat minta pembebasan untuk diangkat sebagai

wali anak. Sedangkan orang-orang yang mempunyai wgye-

nang menjadi wali anak adalah : 19)

- mereka vang belum mencapai usia enam puluh tahun

- ‘mereka yang tidak tergangou ocleh suatu peEnyakit yang
lama akan sembub

- mereka vang diserahi tugés perwalian, sedangkan
mereka sendiri tidak mempunyai anak

- pEreEmpuan yang sudsh bersuami

— merEka yang mempunyai hubungan kelua?ga'sedarah atau
semenda dengan anak yvang belum dewasa. .

Disamping itu Orang-orang yéng dapat
mempermaathan diri dari perawalian, terdapat pula
orang-orang yang sSama sekali  tidak  boleh memangku
pervalian vyang diatur dalam Pasal 379 KUH. Perdata,
yaitu mereka vyang sakit ingatan, mereka vyang belum
dewasa, mereka vang berada di  bawah peEngampyan  da
mereka vyang telah dipecat dari kekuassaan orang tua

atau perwalian 16)

15y Ko Tiaya Sing, Haium Keluarga, Falkultas

Hukuam Undversiteas Diponegoro, Bemarang, 1997, hal. 33,
& =3 s

16} Wibowo Reksopradoto, Huekum  Perfawinan
Nasicnsl, Fabultas  Huhum  Undversitas Diponegoro,
Semarang, 1992, hal. 41,

24
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Dicamping orang pribadi yang dapat diserahi
perwalian daﬁat juga ditunjuk suatu perhimpunan  yang
berbadan bhukus dan bertempat kedudukan i Indonesia,
suatu  vyayasan dan lpmbags amal yvang ‘berkedudukan di
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 363 ayat
{1} HUH. Perdata yang senentukan babws  dslam  segala
hal apabila hakim harus menganghat seorang wali, maka
perwalian ini dapait diperintabhkan daﬁ* diserathan
kepada  perkumpulan yang berbadan bhukum dan bertempat
tinggal di Indonesia, atanw kepads yayssan dan  lembaga
yvang bertempat kedodukan di  Indonesia dan  menurut
fmggarasn Dasarnhya, akis pendirianpys berusabs  memeli-
hara anak vyang belwre dewasa. Dengan  demikian badan
fakum yvang  dapat ditwenivk sdalab  badan bukum yang
menang menpunyaz tugas untubl semelihara dan mengasuhb

anak yang belum dewass.

Anak—anak Yang Ada Di Dalam Perwalian Menurut KuUH.
Perdata

Seorang manusia sebagai subyek  hukum  dimulai
eejak saat ifa dilashirkan. Pada =sat anak dilahirkan ia

mempanyai  kemampuan untuk memiliki hak-hak dan  ini
tidak tergantung pada lamanys anak ini  hidup. Ansh

dianggap lahir apabila pada wasktu dilahirkan ia dalam
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keadaan hidup atau bernafas walaupun hanyan beberapa
menit saja. Dengan demikian tidak digantungkan pada
berapa lamanya ia hidup, asal pada waktu lahir dalam
teadaan bernafacs. Terhadap ketentuan ini adsa
pengecualiannya yang diatur dalam Pasal 2 KUH. Perdata
yang berbunyi
"Anak YyanD ada dalam kandungan SEDTanyg
rerempuan, dianggap telah dilahirkan, bilamana
juga kepentingan si anak menghendakinys. Mati
semaktu  dilahirhannya, dianggaplah ia tak
perriak ada”.
Dari passl ini terlibat babhwa apal vang masih dalam
kandungan dianggap telah lahir, apabila :
~ kepentingan anak mengheﬁdaki
- anak sudakh dikandung'
- snak sewaktu dilahirkan dalam keadaan hidup
Meskipun menurut  hukum  tiap Drang dapat
meEmpunyai hak-hak, ahkan tetapi dalam hukum tidak semua
orang  diperbolehkan  untuk  bertindak sendiri dalam
melaksanakan  bak-haknya itu. Mereba dianggap tidak
cakap atan tidsh mampu untuk berbuat  hukum sendiri,
akan tefapi memerlukan bantuan orarg lain. Sedangkan
anak—-arak vyang ada dalam pervalian  menurat KUK,

Perdata yaitu :



L. finak vang =ah vang hkedua orang tuanya telah
dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.

Orang yang memangku kekuasaan orang
tua dapat ditebaskan atau dicabut dari
rekuasaan itu. Pembebasan dan pencabutan ini
dapat dimintakan berdasarkan alasan~alasan
cseperti vang diatur dalam undang—undang.
Mengenai alasan-alasan dapat dibebaskannya
corang tua dari kekuasaan Grang tua adalah
seperti apabila orang tua tersebut tidak
cakap dan apabila orang tus terssbut tidak
mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan

mendidik, anak-anaknya. 17}

Disamping itu pembebasan dapat
dilakukan apabila kepentingan anak tidak
bertentangan dengan pembebasan ini. Suatu
hal lagi wvyang perilu diperhatikan adalah
pembebasan  indi  tidak lagi diperintahkan
apabila pemanghu ketuasaan orang tua
mengaijukan perlawanan. Pembebasan ind
dimintakan oleh Dewan Perwalian serta orang
tua terssbut adalah pEmangku kekuasaan orang

tua {biasanya ayah). Selanjutnya mengenai

7Y Happy Marpaung, Masalzh Perceraian, Pradiys
Faramita, 199%, hal. 33
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pencabutan olen orang tua yvyang lain atau

salah satu keluarga sedarah atau keluarga

semenda, Dewan perwalian dengan disertai

alasan-alasan vang tersebut dalam Pasal 319

ayat {2} KUH. Perdata, vyaitu :

- menyalah gunakan kekuasaan orang taa atay
telah mengabaikan dalam memelihara dan
mendidik anak

- kelakuannya sangat buruk sekali

- karena melakukan sesustu kejahatan

- sendapat pemidanaan dua tahun atau lebih

fnak =sah vang orang tuanyas telah bercerai

Akibat perceraian ini  antara lain
terhadap anak voang belum dewasza. Setelah
memitus perceraian, pengadilan negeri
menetapkan terhadap tiap-tizp anak siapakah
diantara kedua orang tua  itu yang akan
diangkat menjadi wali. Hakim tidak boleh
mengangkat orang lain sebagai wali melainkan
bapak atau ibunya sendiri, kecuali apabila
mereka telah dipecat atau dibebaskan dari
perwalian. Apabila ada lebih dari satu anak,
untuk anak yang satu hakim boleh menganghkat

ibu sebagai wali sedangkan untuk anak vang
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tain pErwallan ity dicerahkan kepads
bapaknva. Hal imi tergantung pada
kepentingan si  anak. Atas hal-hal Yang
teriadi setelah heputusan mempunvyai hekuatan
mutlak, atas permintaan szlah zatu  atau

ket orany tua  itu, dapst digdakan

tar (FPasal 230 FKUH . Perdata) .

perubahan perwal
| ;

Hq;:frkawinan
= - o ] -~ - - dapat

Jlfiﬁilg'
ven) di BimBiren. ar e

o e ENSEaSi dari

ﬁre;iden un{uk'ﬁgafn dan mengakui dalam akta
perkaviinan  ayah atau ibunya (Pasal 283 Jo
Pasal 273 KUH. Perdata).

Dengan  pengakuan yang  dilakukan
terhadapy  anzak luar kawin, akan menimbulkan
hubungan perdata antara anak  dengan orang

tua WEang mengakuinys, sehsb tanpa
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pengakuan tidak dapat rubungan hukum,
meskipun jelas amak tersebut dilahirkan cleh
wanits atauy  ibu  ituw, akan tetapi ibu
tereebut  herus dengan teEgas mengakui  anak
itu. Hetentean ini dimust dalam Pasal 280

¥UH. Perdata. FPengakuan dapat dilakukan

galam akta he}qﬁijan =i anak, =atau padsz
Crang tus sedang
otentik atauw

i catatan

helahiran

uar kawin
)

T

ibunva.

-l -

par ' 23! F =i bapak
! %’ ﬂ ! ;.ﬁﬁ u l;,.;,p : Illlsebut telah
\\ el £aoislol el /

ar:  pengakuan

.in% buakarn akibhihkaréna paksaan, kekhilafan,
penipaan atau buiuhan (Pasal 282 ayat (1)
FUH. Perdats). Sedanghkan begli seovang wanita
W Eang akan mergakul anaknya tidah
dipersyaratkan batas uwmur ini {(Pasal 282

ayat (1} KUH. Perdata}.
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E. Hak‘dan Kewajiban Seorang Wali Menurut K. Perdatx

Terfiadap anak yang mesih berada di bawah umuy
yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, mereka
gditempathan dibawah fkekuasaan orang tus, mereka
ditempathan dibawaﬁ pervalian. Dengan demikian yang
mengurus  anak  tersebut, baik terhadap diri pribadi
maupun  harta kekayaan anak ity adalah wali, sehingga
dalam menjalankan tugas pErualiannya, wali bertanggung
jawab atas pengurusan terhadap anak yang berada di
bawah perwaliannya. i8)

Seperti  halnya tugas orang tua yang melakukan
kekuasaan orang tua, hak dan fewajiban .Searang wali
menurut KUH. Perdata adalan : 17} |
1. Hald mempunyai hak untuk :

a. Meminta pembavyaran rengganti pengeluaran dan
biaya yang pantas, periu, cukup beralasan (Pasal
410 KUH. Perdatx)

L. Wali, kecuali apabila peErwalian  itu dilakukan
oleh bapak, ibu dan kawan wali berhak atas upah
{Pasal 411 XUH. Perdata). Upah tersebut besarnya
adalah 3 % dari segala pendapatan, 2 ¥ dari

segala pengeluaran dan 1% dari vang modal yang

18) Soepomc, Hukum Acara Perdats Pengadilan
Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. &2

19} Ridwann  Syahvani, Hekum Acars Perdata @i
Linghungan Peradilan Umum Pustaha kartini, Jakarts,
1978, hal. 29
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ia terima selaku pengurus dari harta kekayaan
anak .

t. Meminta bunga vyang masih diuntang oleh anak
tersebut kepada wali (Pasal 413 ayat (2) ¥KUH.
Ferdata)

d. Penghapusan hipotik, gadsi atau jaminan pribaddi
(Pasal 342 KUH. Perdata)
2. Wali mempunyai kewaijiban untuk :
a. terhadap diri pribadi anak 20}

Nengeﬁéi tugas kewajiban wali terhadap

diri pribadi anak , diatur dalam bagian
kesepuluh, bab kelima belas, buku I KuH.
Perdata. Pasal 382 kuH. Perdata :
"Setiap wali harus menyslenggarakan pemelikaraan
dan  pendidikan terhadap diri pribadi si belum
dewasa sesuai dengan harta khekayasannya, pun ia
harus mewakilinya dalam segala tindak pérdata".

Dari Pasal 383 KUH. Perdatas di  atas,
teriihat babtwa dalam hal Rewajiban wali terhadap
diri pribadi anak, wali harus menyelenggarakan
segala heperluan anak vang berada di  bawah
perwaliannya, baik mengenai pembériam uritulk

keperliuvan anak tersebut  maupun dalam hxl

20y Komer  Andeszeskita, Notaris Iz, Bumur

Bandung, 192, hal. I7
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pendidikan. Dalam menyelenggarakan ini  harus
disesuaikan dengan harta kekayaan anak vang
berada di bawah perwaliannya. Berlainan dengan
orang tua, wali tidak wajiib menyeienggara#au
pemeliharaan’ dan pendidikan atas tanggungan
sendiri. Sejauh belum dewassa mempunyal kekayaan,
onghos—onghkos  pertama—tama harus ditutup dari
penghasilan ;ekayaan itu, sedangkan pars Grang
tua selama masik hidup adalah wajib memberikan -
bantuan untuk  menutup onghos-onghos di  atas
menurut kekuatannya. 21}

Dalam Pasal I8F KUH. Perdata Perdata
tersebut ditentukan pula babwa  wali menpunyai
anak  wang berads di bhawak perwsiiannya dalam
melahukan semua  perbuatan hukum  dalam bidang
perdata. Bekalipun dikatakan demikian, namun
dalam headaan—keadsan tertentu pupil yaitu anak
yang berada di bawah perwaliannya dapat
bertindak sendiri atau dengan didampingi walinya
yakni dalam mengakui anak diluar perkawinan ataun
dalam hal membuat suatu testamen aéau dalam hal

pupil menikah. 22)

21) SBoediman Kartohadiproio, Hoekum Perdata, FT.
Fembangunan Ghalia, 1989, hal. 184-182.

22) Boetoyo Fravwivoheinijoyo, dan Asis Safiodin,
cp.cit., hal, 2018 :
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b. terhadap harta kekayaan anak

Dalam meniaxlankan  tugasnya mengurus fiarta
kekayaan anak di bawah umur, wali harus mengurhs
anak—ansk vyang masih dibawah umuar yang berada di
bawah perwalian itu sebagai bapak rumah tangga yang
baik dan bertanggung Jjawab atas segala  biaya,
onghkos dan bungs yang mungkin dapat timbul dalam
pengurusan  itu (Pasal 38% ayat (1) KUH. Perdata).
Dengar demikian wali dalam mengurus harta kekayaan
anakhk di bawvat umuy  yang  berada di bawah
pervwaliannya ha%usiberhati—hati.zsi

Menurut Pasal 385 ayat (2} #UH. Perdata,
ditentukan mengenai barang-barang yang tidak
termasuk pengurusan wali, yaitu barang-barang vang
berasal dari hibah wasiat dan ditentukan bahwa
barang itu akan diurus oleh seseorang ataw beberapa
orang pengurus. Disamping itu jugs seperti vyang
tercantum dalam Pasal Jb1 ¥UH. Perdata yaity
apabila anak tersebut mempunysi kekaysan di luar
negeri dan atas permintzan wali diangkat wali di

luar negeri, maka wali idak bertarggung jawab. 24)

23} Direktorat Jenderzl Hukwm  dan Perundang-—
undangan Departemsn  Kehakiman, Himpunan Perataran
Perundang—undangan Balai Harta Peninggalan 1798,
{.‘a}. - 12

, 24 Relno Phalar Sutantioc dar Iskandar
Seviphartowinoto, Huktum Acara Perdats Dalam Teosri dan
Praftes, Alumni Bandung, 1993, hal. 31
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Hasil Penelitian
A. Hak dan Kewajiban Wali finak

Seperti telah penulis dapatkan dari fiasil

penelitian di Pengadilan Negeri Kendal, bahua terhadap
anak—anak vyang masih berada di bawah umur yang tidak
berada di bawah kekuasaan orang tua, mereka di  tempatkan
di bawah perwalian. ﬁengan demikian yang mengurué anak
tersebut, baik terhsdap diri pribadi mEVPUTs harta
kekayaan anak itw adaiah wali, sehingga dalam menizlankan
hak dan kewajiban perwaliannya, wali bertanggung Jjawab
atas pengurusan terhadap anak yang berada di bawah
perualiannya.

bWali tentu sajx  hanya dapat melakukan hak dan
kewajibannya sebagai pendidik, apabiia ia diberi
kewenangan atas pribadinya =i belum dewasz, bahwa si
belum deéasa harus senantiasa menghormati walinya, tetapi
toh orang menganggap. bahwa terhadap pribadi si  belum
dewasa seorang wali mempanyai kekuasaan yang kira—-kira
sama seperti orang yang melakukan kekuacaan orang tua.
Wali kerenanya menentukan tempat di mana si belum dewasa
akan tinggal, pendidikan apa yang &kan diikutinya, jika
perlu menentukan pula pekerjaan yang skan diterima oleh
=i belum dewssx dan sebagainys.

Seperti halnya hak dan kewajiban wali anak yang
melakubkarn hkekuaszan orang tua, hak dan kewajiban wali

yaitu :



1. Wali anak mempunyai hak untuk 3 0

~ Meminta pembayaran pengganti pengeluaran dan
biaya yang pantas.

- HWaldi arsak, kecuali apabila perwalian itu
dilakukan oleh bapak, ibu dan kawan wali  berhak
atas upah. Upah tersebut besarnva adalah :

I % dari segala pendapatan

2 % dari segala pengeluaran

1 1/8 3% dari uvang aodal yang ia terima
selaku pengurus dardi harta kekayaan
anak

- Meminta bunga vyang masih diutang oleh anak
tersebut.

2. Wali anak mempunyai kewaiiban meliputi  dua hal,
vaitu :

g. Terhadap diri pribadi anak

Hasil pEnelitian menentukan bahna anak
tersebut harus menghormati walinya, seperti juga
dalam kekuasaan orang tua, seorang wali anak
berdasarkan alasan vang sungguh-sungguh merasa
tidak puas terhadap kelakuan anak tersebut, maka
atas permintaan wali anak dapat mengajuvkan

permohonan  kepada  pengadilan negeri  untuk

1} Hasil wawancara dengan Soekosantoso, S.H
Wakil FKetua Pengadilan Megeri Kendal tanggal 27 Mei
20402,



menempatkan anak tersebut dalam sebuah lembaga
negara atau partikelir yang dituniuk oleh Menteri
Kehakiman sebagai anak negara. Peempatan dilakukan
atas biaya anak tersebut dan sekiranya tidak
mampu, atas biaya walinya. Apabila wali anak ini
juga tidak mampu, menurut hasil penelitian, segals
biays meniadi beban negara.

Dalam hal perkawinan, anak-anak sah Yandg
bapak atau ibu beserta kakek-kakek atau nenek—nenek
tidak ada atau tidak mampu untuk menyatakan
kehendaknya, maka anak-anak yang belum dewasa tidak
diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali anak dan
vwali pengawas. Juga bagi anak-anak luar kawin vyang
belum dewasa yang akan kawin memerlukan izin dari
walinvya.

k. Terhadap harta kekayaan anak 2)

ﬁénurut has=il penelitian wali  anask harus
membuat daftsr perincian terhadap harta kekavaan
anak dalam waktu sepuluh hari setelah perwalian
malad berlaku vang harus dihadiri oleh wali
pengawas. Daftar perincian itu boleh dibuat di
bawah tangan akan tetapi harus dikuatkan di bawah
sumpah oleh wali anak itu sendiri di hadapan

Pengadilan Negeri.

2} Hasil wawancara dengan Murdiyonc, S.H Hakim
Pengadilan Negeri ¥endal tanggal 28 Mei 2002.
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Wali wajiib untuk menentukan jumlah yang akan
dipergunakan anak tersebut tiap~tiap tahun dan
bisya untuk mengurus harta kekayaan itu dengars
tidak mengurangi kemuﬁgkinanturut CampuwInys
pengadilan. Hal ini dilahkukan cetelah Pengadilan
memanggil  keluarga sedarsh. Kewaj%ban ini  tidak
beriaku bagi perwalian yang dilakukan olehb bapak
atau ibu.

Hak dan kewajiban yang telah penulis dapathkan
dari hasil penelitdian, ternyata Bahwa dalam
menjalankan hak dan kewajibanmya itu wali anak terikat
pada ketentuan yang diisyaratkan olek Undang-undang
dar adanya hkeharusan untuk  mesinta  dizin repada
Pemgadilan Megeri dalam melakukan perbuztan~perbuatan
tertentu.  Ketentuan dini tidak lain bermaksud  untuk
membatasi wali  anak dalam  menjalankan hak dar
rewajibannya. BSehingga dalam @enialankan  hak dar
kewajibar tidak menyalah gurakan kekuacaan vang telah
diberikan kepadanya untak kepentingan  stau untuk
mendaﬁatkam keuntungan pribtadi. Karens apabila wali
sask  dalam wmenialankan hak  dan hewaiibannya itu
menyalah | gunakan atan mengabaikan hak dan
kewajibannya, maka atas permintaasn wali peEngawas  atau

keluarga sedarah atsu semenda, atau atas permintaan



dewan perwalian {(pengadilan negeri) dapat dikenakan

sanksi vang berupa pembeba=zan atau pemecatan dari

kekuasaannya sebagszi wali, 5}

B. Masalah-masalah Yang Timbul Dalam Perwalian Anak

Penelitian terhadap pelaksanaan perualian anak

ini adalah =angat erat kaitannya dengan masalah vyang

tengah penulis amati, oleb karena penulis  beranggapan

batwa masalah-mazalah vang timbul dalam perwalian

anak di Pengadilan Negeri Kendal vyaitu tidak adanvya

proses  yang sederhana, terlialu  lama, biaya sangat

mahal dan tidak dikussainya hukum  acara perdata

{(formil dan materiil) dari pemochon. Dalam persmohonan

pervalian anak tentunya tidak perlu  terjadi adanvya

pErmohonan  yang harus divlang-ulang hanya demi suatu

formalitas yang oleh karena khilaf atau lupa belum

sempat terpenuhi.

Pada prinsipnya setiap perhkara perwalian  anak

yang diajukan di Pengadilan fNegeri ¥endal akan

diproses secara sederhana, namun untuk agar dilakukan

secara cepat adalah tergantung pada pihak-pihak vang

berperkara, farena di sini ada dua kepentingan vang

ealing bertentangan. Di mana pada salah satu pihak

menginginkan untuk diproses secars cepat akan tetapd

pibak lainnya justru ingin mengulur-ulurnya. 4)

3} Hasil wawancara dengan Risti Indrijani,
Hakim Pengadilan Negeri Kendal tanggal 29 Mei 2002.

SUH

4} Hasil wawancara dengan Murdiyono, S.H Hakim

FPengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Mei 2002.
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Masalah-masalah vang timbul tersebut dapat
berupa tidak dikuasainya hukum acara perdata {(formitl
dan materiil) maka sejak pEriara perwalian anak
tersebut mulai diperiksa sampai dengan s=aat putusan
hakim akan sering melakukan penundaan sidang apabila
ia menemul hambatan atau kesulitan. Para pihak vang
berperkara meliputi :

{. Tanpa kuasa :

Menurut  kenyataannya di masyarakat kitx masih

banyak vyang buta hukum, maka hal ini  justru  akan

menjadi penghambat dalam usahs meEmpeErcepat . prosecs
pemerikszan perkara perwalian snak o disebabkan pleh
karena mershka tidak mengetahui prosedurnya.

2. Diwakili Kuasa ztan pEngatara 3

- segi baiknya adalah karena memiliki pengetahuan
fakum YEig  memadai, maks dapat menentukan

' kelancaran pemeriksaan dan tentunya juga harus
disertzi dengar mental yvang jujur.

- segi  buruknya adalah bila kuasa atau peEngacarsa
tersebut  beritikad buruk maka iz akan dengan
spngajs memperiambat proses dengan harapan setiap
kall maju ke Pengadilan dapat dijadikan alasan

untuk teambaben biaya jasa atasu 181G .
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Terkadang ada dijumpai Pemchon atau Pengacara
yang tidak mau menerima nasehat atau saran  dari
Panitera karens mereka menganggap bahwa pengetahuan
hukum  yang dimiliki Panitera masih  jaubh di  bawah
dirinya. FPadahal tugas seorang Fanitera adalah  untuk
turut mempercepat jalannya pemeriksaan perkara sampai
dengan putusan, oleh karena seorang Panitera di  dalam
menjalankan tugasnya mendapat pengawasan dari Pimpinan
Pengadilan Tinggi dalam hal membuat berita acara gan
membuat  minutasi  putusan pengadilarn dan pengawasan
tersebut dilakukan setiap bulannya. o)

Pada dasarnya seorang Pemchon  atau fengacara
akan merasa berterima kasih sekali seandainya dalam
mengajukan permohonan yvang keliru mendapat saran dari
Panitera, karena mereka menyadari bahbwa sebagai
manusia biasa jelas tidak akan lepsc dari sifat salah
dan lalai. WNamun terkadang mereka menjumpai Panitera
yang merasa pandai dan ingin mempermainkannya, dan
biasanya hal ini dilakukan cleh para Panitera vyang
pengetatuan dan pengalamannys di bidang hukum masibh

belum seberapa.

3} Hasil wawancara dengan Soepkosantosn, S.H
Wakil HKetua Pengadilan Negeri ¥endal tanggal 27 Medi
2002,
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Oleh karena Jawaban vyang harus disampaikan
dalam bentuk tertulis sebagaimana vang dikebendaki
undang—-undang maka hal ini tentunya sangat membutuhkan
viaktu, belum lagi kesempatan dalam memberikan Jjawaban
yvang sebanyak tiga kali baru  kemudian dilanjutkan
dengan pengajvan bukti dari Pemchon yang dimulai dari
bukti tertulis baru kemudian disusul bukti-bukti saksi
{dan tentunya jumlah zlat bukti tersebut masing-masing
akan lebibh dari satu) secara beritahap.

Dan memang harus diakui babwa seorang pengacara
harus lpyal kepada klien, sehingga masalah-masalah
yang timbul menjadi sederhana, karena yang terpenting
dan meEnjadi twjuvannya adalah semenangkan perkars
pervalian anak tersebut. Tentang cepat tidaknya
pegeriksaan suatu permohonan perwalian anak ternyata
dalam prakiek masih dijumpai para hakim yang melakukan
peEnundaan  sidang sampai  berkali-kali  hanya untuk

sebuah keputusan.

€. Berakhirnya Perwalian fAnak
Tentang berakhirnya perwalian anak disebutkan

oleh hal-hal seperti di bawah ini, yaitu : 2!

&) Hasil wawancara dengan Murdivono, 3.8 Hakim
Fengadilan Negeri Kendal tanggal 28 Mei 2002.
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Anak vang berada di bawab perwaliannya telah dewasa
atau telah kawin sebelum umur itw. Harena dengan
telah dewasanys anak tersebut mereka tidak perlu
iagi di tarub di bawah perualian.

¥ekuasaan orang tua timbul kembali.

Dengan timbulnya kembali kekuasaan orang tua vyang
tertunda, maka anak tersebut tidak lagi berada di
bawah perwalian ataw orang tuanya telah bercerai
mengadakan perkavwinan uliang, gengan demikian
bokunasaan orang tus timbul hembali, sehingga  anak
tersebut tidak perlu lagi di bawah peruwalian.
Matimya anak yang berads di  cawah  perwaliannya.
Dengan matinya anak tersebut, maka dengar
sendirinya tidak iagi adsa kepentingan anak
tersebut.

Bila anak-anak luar kawin yang beluw  dewssa  dan
telah diaskuil menuret undang-undang, disahiﬁn pada
saat perkawinan orang tuanya berlangsung atauw pada
saat pemberian  surst-surat  pengesahban. Karena
dengan gisahkannya ansk  luar kawin  itu anak
tersebut menjadi  anak sah, sehingga tidak perilu

lagi bagi anak tersebut ditaruh di bawah perwalian.

w4
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Alasan nomor sate  sampai . dengan empat ipi
merupakan  alasan  berakhirnya perwalian  anak  karena
keadaan anak yang berada di bawah perualiannya. Dari
wraian tersebut di stas, terlihat babuas pervalian anak
akan berakhir apabila anak tersebut telab kesmbali
kepada orang tuanya atau telah mampu  untuk  bBerbuat
hihkum sendiri.

Di samping karena keadaan anak ity sendiri,
perwalian anak berakhir karens  fesdaan wali itn
sendir, vaitu
S. Karena pemecatzn dardi perwalian

Seperti halnya prang tua vang melakukan kekussaan

orang tua, seorang wali dapat dipecat dari tugasnya

sebagai wali apabila ada zlacan-zlacsan seperti yvang
didapatkan dari hasil penelitiarn, antara lain:

- apabila wali itu berkelakwan buruk:

— apabila dalam menislanhan perwaliannya itu wali
menampakkan  ketigak  cakapannya  atau menyalsah
gunahan hebumsaannyas;

- apabila wall tersebut telah dijatuhki hukuman W EG
telah mempercleh kekuatsn pasti, hkarena telah
turut =eria dengan sengajs dalam suatu  kejshatan

terhadap anak vang terada di bewahb pErwaliannyas

A

»
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Mernurut hasil penelitian, apabila perwalian
anak itu dipegang oleh ibu dan ibu tersebut melakukan
perkawinan lagi, maka suami baru tersebut demi  hukum
menjadi kawan wali. fKawan wali ini  akan berakhir
apabila ia dipecat dari perwalian anak itu atau ibu
tersebut telah berhenti menjadi wali. Ketentuan ini
diatur dalam Pasal 351 ayat {2) KUH. Ferdata.

Pada tdap-tiap akhir perwalian anak, wali
waiib ﬁéngadakan perhitungan tanggung jawab penutup.
Perhitungan ini dilakukan :

8. kepada anak tersebut, apabila anak itu telah
meniadi dewasa.

b. kepada para ahli warisnya, apabila anak tersebut
meninggal dunia.

c. kepada pengganti pengurusnya, dalam hal perwalian
itu dihentikan.

Setelah memberikan perhitungan, maka wali anak
harus menyerabkan jumlab uang sis=a menurut perhitungan
yang telah disahkan beserta semua harts kekaysan dan
surat-suratnya kepada anak vyang berada di bawah
perualiannya vang telah menjadi dewasa atau kepada

pihak vyang telah menggantikannvys. Dengan penyerahan

tersebut maka pertanggung Jjawaban wali anak

terakhir., /}

7} Hasil wawancara dengan Soehkosantose, S.H

Wakil Ketua Pengadilan Megeri ¥endal tanggal 27 Mei
2002 .
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Contoh Kasus

Pengadilan Negeri ¥endal memeriks=a dan mengadili
perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara permchonan
yang diajukan olek Rahmat Mukayat , pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di J1.Raya Jambiarum No. 81
Patebon Kendal, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai

Pemphon .

Tentang dudubknya perkara, bahwa persmchonan yang
dizgjukan oieh pemchon tertanggal §  Mei 20048 dan
terdaftar gi ¥epaniteraan Pengadilan Megeri Kendal
tertanggal 1 Mei 200! dengan Ho. 118/P/Pdt/2008 /PH. KDL,
yang pada pokoknya mengaijukan permohonan sebagai berikut
> batmwa kakak kandung pemchon  bernama Ero  Privanto,
berzlamat di fKelurahan Pecandon RT.L/RW. IV Kaliwungu
¥endal pada tanggal 78 Maret 2001 te}qb meninggal dunia -
di ﬁSﬂD Scewondo Kendal.

Bahwia almarbum Ehko Priyvantc tersebﬁt ketika
hidupnya pernah kawin dua kali, vyaitu pertama gengals
Siti Aminah vyang telah meninggal dunia pada tanggal S
Agustus 1995. Dari perkawinan ini telah lahir sSeorang

anak bernama Nurul Halimah, perempuan pada tanggal 22
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Juni ' 1992. Setelah istri yang pertama meninggal dunda,
maka 2lmarhbum ERo Privanto tersebut Ilalu  kawin  untuk

kedua talinvya dengan Hartipingsih.

Bahtma Pemchon csebagai adik kandung almarbum  Eko
Priyanioc tersebut merasa mempunyai kewsjiban moral  untuk
turut bertangoung  jawab  atas kehidupan  anak  kandung
almartum Eko Priyanto vyang sekarang sudab menjadi vatim
piatua.

Batwma untuk mengurus kepentingan—keéentiﬁgan anak
yatim piatu tersebut, geEngan tidak mengurangi
kepercayaan terhadap ibu Byt arsah itn yaitu
Hartiningsih, vang selams dalam perkawinannya dengan
almartum Eko Privantc belum mesmpercleh  anak keturunan,
maka Pemchon menganggap periu untui ditetaphan =sebagai
wald dari anak itu, selama ansk tersebut belum dewasa
atau belum kawin.

Oleh hkarena itulah, maka dengan ini Femohon  mohon
dengan hormat kepada Pengadilan Megeri  Kendal agar
berkenan menjatubkan keputusan supays |
i. Memgabulhan permohonan Pemchon,

2. Menetapkan FPemohon sebasgai wali dari anak vang masih
di bamaﬁ umuyr bernama Murul Halimah, perempuan  lahir

tanggal 22 Juni 1992.
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3. Mewajibkan Femchon untuk membayar semua biaya vyang
timbtal dalam permchonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permochonannya
Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang mEasing-masing
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut s
Saksi I. Deddy Sutomo, memberihkan keterangarn kenal dengan

Pemchon sudah lama karena sekampung dan  Pemohon
adalah masih adik kandung almarbum Eko Priyanto.

Saksi 1I. Agus Aryono, memberikan keterangan babwa anak
yang bernama Nurwl Halimabh adalah benar-benar anah
almarbum Eko Priyantc.

Saksi III. Seticbudi, memberikan kesaksian bahwa janda
Wy. Hartiningsih sekarang keadsannya sakit-sakitan
dan dirawat di rumsh s=kit. Sakei juga menerangkan
batwmea sakitnya My. Hartiningzih dapat sembub, akan
tetapi dapat pula kambuh lagi. .

Menimbang, bahws disamping zlat bukti berupa saksi-
sakei, pemchon juga méngajukan alat bukti berupa:

i. Folo copy Surst N;gah antara Eko Privantoc dengan BSiti
fminah tertanggal 19 Chtober 1990, No.95/1990.

2. Foto copy Surat ¥ematian dari RSUD Scewondo ¥Kendal
tertanggal 28 ﬂaret 2003 Ko.CH.852590, Yang
meneranghan bahwa Eko FPriyanto meninggal dunia.

3. Foto copy Surat ¥ematian an. Siti Aminah tertanggal S

fgustus 1995, No. 1971995,
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4. Foto copy Akte ¥elahiran Nurul Halimah tertanggal 222
Juni $992.
Mengingat akan Passl, dan Perundang-undangan vyang
berbubungan dengan perkara permohonan ini :

MENETAP KABN:

1. Mengabulzan permchonan Pemohorn.

2. HMenetapkan Pemohon sebagai wali dari anak vang masih
gi bawah umur yang bermama Marul  Halimah, perempuan
lahir tanggal 22 Jund 1992: anak dari suami istri Eko
Privanto dan Ny. Sitdi Aminah, keduanya telah meninggal
dunia, untuk mengurus kepentingan anak-amak tersebut
sélama mereka belum dewasa dan atau belum kawin.

3. ﬂewajibkanv Pemchon untuk membayar Biaya dalam
permohonan indi, Yang hingga kind berjumlah
Rp.o14.180,~ (Lima ratus empat belas ribu seratus lima
pulub rupiah).

Demikian diputuskan pada hari @ Senin, tanggal 11

Juni 2001, oleh kemi : Soekosantoso, S.H dakil ¥Ketua

Pengadilan Negeri ¥endal, keputusan tersebut‘ pada bhari

itu juga diumumkan oleh Hakim di muka wnum dengan adanya:

Mugiono, S.H Panitera Pengganti dan dengan  hadirnya

Pemochon.



ANAL ESTS DATA

Dalam sub bab ini, akan penulis analisis mengenail
peranan  wali anak khususnya dalam menjalankan tugasnya.
Dalam menjalankan hak dan kewajibannya wali anak selalu
mewakili kepentingan-kepentingan anak yang belum dewasa.
Apabila kepentingan anak dalam kehidupan sehari-hari
tidak terpenvhi, maka wali anak telah lalai dalam
menjalankan hak dan kewajibannya, hal tersebut
ber#entangan dengan kepentingan anak ity sendiri. Dengan
demikiar wali anak berperan sebagai wali pelaksana,
pemelibhara dan pelindung anak dalam rehidupan
bermasyarakat.

Di samping wali anak berperan untuk péﬁgawasan dan
mewakili kepentingan anak apabila terjadi pertentangan
dengan kepentingan lain, wali anak berperan juga untuk
mengawasi  harta  kekayaan anak, pendidikan, kesehatan,
perumahan, pertumbuban Jiwa anak dan lain~1lain.
Pengawasan ini antara lain dengan cara tiap—tiap tahun
balai harta peninggalan meminta kepada wali anak, untuk
perhitungan danp tanggung jawab wali anak secara ringkas
mengenai  harta kekayaan anak, vyang berada di bawah
perwaliannya. Pengawasan ini dapat pula dilakukan dengan

cara meminta kepada wali anak, untuk membuat pencatatan



harta peninggalan almarbum orang tuanya yang akan jatuh
kepada anak vang belum dewa=a. Hal ini untuk menjaga sgar
tidak ada harta kekavyaan vang hilang.

Dari analisis data, bahwa masalah-masalah yang
timbul dalam perwalian anak di peradilan Indonesia
khususnya untuk perkara Ferdata pada umumnya sudah murah,
sebab perkars perdata tersebut didasarkan pada berat
ringannya perkara, jumlah uang atau barang yang menjadi
sengketa, berat ringannya pembuktian dan  jumlah Yang
dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak serta saksi-
saksi.

Besarnys jumlah biaya tersebut jugs ditentukan cleh
banyak tidaknya jumlah pinak-pihak vang be;perkara dalam
pervalian  anak, belum lagi jumlah saksi dari masing—
masing pihak yang tentunys tidak hanya secorang atau dua
orang saja. Hal terssbut tentunya juga merupakan hal yang
dapat membengkakkan 3jumlah biaya pErharanya, maka
kekeliruan akibat tidak sabnya pemanggilan tersebut
memaksa untuk dilakukan pemanggilan ulang vyang tentunya
juga dapat menambah besarnva biaya perkara;

Selain biaya-biaya yang telah ditaksir pada acara
di tingkat Pengadilan Negeri tersebut, maka apabila ada

upaya hukum atas putusan dari Pengadilan Negeri tersebut
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baik untuk Banding maupun nantinya Kasasi tidaklah
mustahil bila jumlah biaya perkaranya akan semakin
membubung  tinggi. Uang menjiadi syarat bagi pihak vang
akan mengajukén permohonan  perwalian  anak  di maka
pengadilan, karena semua kegiatan beracara di persidangan
tidak terlepas dari dana, begitu pula bagi orang vyang
menggunakan jasé pengacara dengan sendirinya dia dianggap
mamp.

Untuk mereka yang tidak mampu secaras skonomis dan
kurang pengetatuan hukumnya, bila permohonan - perwalian
anak biasanya tidak ada indisiatif untuk mengajukan
perkaranya ke Pengadilan karena memang tidak mengetahui
prosedur mengajukan permchonan perwalian anak. Sedang
bagi golongan yang tidak mampu tetapi memiliki sedikit
pengetalwan tentang hukum, maka alternatis yvang ditempuh
adalah dengan datang ke tembagx Bantuan Huokum (LBH).
Lembaga Bantuan Hukum tersebut memang  dibentuk  dengan
tujuan  membantu para pencgri keadilan yang tidak mampu
ekonominya, dan  hal tersebut  harus  dibuktikan dengan
suwrat keterangan dari ¥epals Desa. fkan tétapi beracara
melalui  LBH  tersebut bukan berarti cama sekali tidak

mengeluarkan biava.
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Dari analisis data apabila kepada wali anak
diperintahkan supaya melaksanakan tugasnya sebagai wali
yang telah diatur oleh Undang—undang Hukum Perdata. Dan
apabila wali tidak memenuhinya, balai harta peninggalan
sebagai wali pengawas dapat memecat wali. Dengan
perkataan lain apabila wali anak merugikan kepentingan
anak yang berada di bawah perwaliannya itu, balai harta
peninggalan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan
negeri agar wali anak tersebut dipecat atau diganti.

Apabila ada pertentangan antara wali dengan anak
yvang berada  di bawah perwaliannya, balai harta
peninggalan memanggil wali  anak agar melaksanakan
tugasnya déngan baik. Apabila hal itu mendesak, artinya
wali tersebut tidak lagi dapat diajak kompromi atau
kesalshannys sangat fatal, maka balai harta peninggalan
mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar wali
enak tersebut dipecat ataw diganti. Sebagai pengganti
dap§t ditunjuk  keluarga dari pihak ibu, keluarga dari
pihak bapak, crang lain yang sanggup menerima perwalian

dan yayasan yang bergerak di bidang sosial.
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PENUTUP

Bab empat ini merupakan bab terakbir yang berisi

tentang kesimpulan dan saran—saran.

A. Kesimpulan
Kesimpulan yYang penulis peroleh dari peEnulisan
skripsi vyang berjudul "TINIAUAN MEMGENAI PERMALIAN
ANAK MENURUT KITAR UNDANG-UNDANG HUNUM PERDATA” adalah
sebagai berikut
1. Anak vyang belum dewass yang tidak berada di  bawah -
kekuasaan orang tua, mereka ditempathkan di bawah
perwalian. Perwalian itu  timbul karena adarvya
perceraian atau kematian dari orang tuanya, orang
tua tidak lagi mEmegang kekuasaan orang tua karena
pemecatan atau pembebasan. Maka hak dan Rewajiban
wali amak vang melakukan kekuasaan orang tua yaitu
berhak meminta pembayaran pengganti pengeluaran dan
biava yang pantasy berhak mendapatkan upahs berhak
meminta bunga vang masih divtang oleh anak
'tersebut; berbak menghapus jaminan pribadi berupa
hipotik dan gadai; kewajiban terhadap diri pribadi

anak dan hewajiban terhadap harta kekaysan anak.
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2. Masalah—-masalah vyang timbul dalam perwalian anak
yaitu tidak adanya proses yang sederhanz, terlalu
lama, biaya sangat mahal dan tidak dikuasainya
takum  acara perdata (formil den  materiil) dari
pemchon. Maka sejak perhars pernalian anak
tersebut mulai diperiksa sampai dengan szat putusan
hakim akan sering melakukan penundaan sidang

apabila ia menesui hambatan atauw kesulitarn.

3. Berakhirnya perwalian anak yaitu anak vang berada
di bawah perwaliannya telah dewasa atau telah kawin
sebelum umur 21 tahun; kekuasaan orang tua timbul
tembalia matinya anak yang berada di bawah
perwaliannya dan bila anak-anak luar Rawin yang
belum dewaza dan itelah diakui menurut  undang-
undang, disahkan pada szat perkawinan orang tuanya
terlangsung atau pada saat pemberian  surat-surat

pengesahan.

B. Saran
Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang
penulis miliki sangat terbatas. Namun demikian penulis
akan mencoba untuk memberikan saran. Harapan pentlis
agayry saran-—szaran ini bermanfaat bagi kita. Saran ini
pErilis tujukan kepada pemerintabh  untuk membuat
undang-undang atau peraturan yang lebih baik. Adapun

saran itu adalash sebagai berikut :



56

a‘(

1. Untuk terciptanya peradilan tentang perwalian anak
yang sederhana, cepat dan biaya ringan hendaknya
hakim lebik aktif untuk

memberikan saran dan

nasehat-nasehat kepada para pemchon agayr

permohonannya

dapat diterima dengan baik sehingga

terhindar dari kesulitan.

2. Kerja cama dan dukungan semua pihak yang terkait

dalam suatu proses di peEngadilan negeri sangat
dibutukkan guna terciptanya peradilan yang

dilakukan dengan sederhans ctepat dan biaya ringan.
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